BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil

beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kota Padang belum terlaksana dengan baik karena
masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelayanan
yang diberikan lebih bagus dan maksimal diantaranya kekurangan yang
berkaitan dengan permasalahan pelayanan secara hukum, permasalahan
pelayanan dari sisi petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah, dan
permasalahan pelayanan dari sisi calon jamaah ibadah Haji dan Umrah.

2. Permasalahan dalam proses pengurusan rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah di bagian penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian
Agama Kota Padang diantaranya:

a. Permasalahan secara hukum yaitu lemahnya pengawasan intern terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga masih terdapat
penyimpangan terhadap: (1). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang
persamaan kedudukan dalam hukum pemerintah, yang dinilai tidak
sesuai dengan asas kesamaan hak karena pengurusan rekomendasi ini
hanya dibebankan kepada warga negara yang tidak berasal dari golongan

pejabat tinggi negara, anggota TNI/ Polri, anggota PNS, dan tokoh



masyarakat; (2). Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang dinilai tidak sesuai dengan asas
keterbukaan karena sebagian besar calon jamaah masih banyak yang
belum mengetahui adanya kebijakan pengurusan rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah ini yang bisa diakibatkan kurangnya akses dan
kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah.

b. Permasalahan dari sisi petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah yaitu:
(1) Kurangnya perhatian calon jamaah terhadap kesesuaian data pribadi;
(2) Kerusakan pada mesin pencetak surat rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah; (3) Ruangan bagian penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kota Padang yang terlalu kecil.

c. Permasalahan dari sisi calon jamaah ibadah Haji dan Umrah yaitu:
(1) Pelayanan yang kurang memadai; (2) Berkas persyaratan yang tidak
lengkap atau kurang sesuai; (3) Proses penyelesaian surat rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah yang membutuhkan waktu cukup
lama; (4) Jumlah petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah di bagian
penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang yang

sedikit.

Semua permasalahan tersebut sebenarnya dapat dibenahi apabila faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum terpenuhi. Kemudian kepedulian dan
perhatian dari calon jamaah maupun petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah
dapat ditingkatkan yaitu dengan cara menciptakan kerjasama yang baik dan
komunikasi yang saling bersinergis antara calon jamaah dan petugas, sehingga

dapat menciptakan mutualisme yang baik diantara kedua belah pihak.



B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran

sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelayanan publik dalam pengurusan rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kota Padang harus ditingkatkan baik dari segi
kualitas sumber daya manusia maupun dari fasilitas yang mendukung.
Dari segi petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah diharapkan agar
semakin aktif dan profesional dalam menghadapi keluhan calon jamaah.
Pelayanan yang tidak hanya memberikan keistimewaan kepada
golongan tertentu tetapi juga memberikan kebijakan yang adil pada
masyarakat umum. Hal ini dikarenakan bagaimanapun masyarakat
adalah pemerintahan tertinggi yang harus dihormati dan dihargai hak-
haknya.

2. Agar kegiatan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan
Umrah sesuai dengan asas kesamaan hak, maka sebaiknya pemerintah
dalam menciptakan kebijakan harus adil yaitu kebijakan yang
penerapannya dapat dibebankan kepada seluruh lapisan masyarakat
tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
ekonomi. Hal ini dilakukan agar penerapannya sesuai dengan Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki agar semua warga nhegara
Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam
hukum. Selanjutnya agar kegiatan pengurusan rekomendasi penerbitan

paspor Haji dan Umrah sesuai dengan asas keterbukaan, maka



sebaiknya Kementerian Agama Padang meningkatkan sosialisasi
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pentingnya
pengurusan surat rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah
kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat desa dan pelajar, baik
secara langsung (instansi pemerintah ke lapangan) maupun secara tidak
langsung (menggunakan media cetak, media massa, dan media
elektronik). Sehingga masyarakat yang selanjutnya akan menjadi calon
jamaah dapat memahami Kkebijakan baru tentang pengurusan
rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah ini dan menjadi
mengerti tentang pentingnya tujuan dan segala proses yang harus
dilakukan dalam pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan
Umrah tersebut. Selanjutnya agar kegiatan pengurusan rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah sesuai dengan asas kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan, maka sebaiknya Kementerian Agama
Padang harus membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan
adanya keluhan, kritik, dan saran dari calon jamaah. Baik berupa
pelayanan, tata cara pembuatan surat rekomendasi, fasilitas pendukung,
jangka waktu, sosialisasi peraturan serta hal lainnya. Sedangkan kepada
calon jamaah harus lebih aktif mencari informasi tentang tata cara
pembuatan surat rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah, teliti
melengkapi berkas, dan mengikuti proses yang ditetapkan. Apabila
calon jamaah dan petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah

mematuhi aturan hukum, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan



dalam pembuatan surat rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah

ini.



